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Received [16 Juli 2023] Pembiayaan Murabahah merupakan transaksi penjualan barang dengan
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Accepted [23 Agustus 2023] menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati

oleh penjual dan pembeli. Murabahah merupakan satu jenis jual beli yang
dibenarkan oleh syariah dan merupakan interaksi bisnis atau muamalat

tijariyah. Adapun dasar hukum jual beli Murabahah yaitu terdapat pada Al-
Financing System, Quran, Al-Hadist dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI).
Murabaha Contract, Pengetahuan masyarakat tentang pembiayaan KUR belum merata secara
Peop_le’s Business ' luas, 7 dari 10 Calon Nasabah tidak mengetahui bagaimana proses
Credit (KUR), Islamic  pengajuan KUR, Calon Nasabah tidak memahami prosedur pengajuan
Bank KUR, Calon Nasabah tidak memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Sistem Pembiayaan Murabahah
pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Menganalisis kelayakan Pembiayaan
Murabahah pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT. Bank Syariah Indonesia
Kcp. Sukabumi Sudirman. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu
metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini
menggunakan sumber data primer dan sekunder melalui observasi,
wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan
bahwa sistem pembiayaan akad Murabahah pada Kredit Usaha Rakyat
(KUR) menggunakan akad Murabahah bil wakalah. Adapun sistem
pengajuan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diterapkan di PT.
Bank Syariah Indonesia Kcp. Sukabumi Sudirman sudah sesuai dengan
Standar Operational Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) yang meliputi beberapa tahapan yaitu: tahap pengajuan
pembiayaan dan verifikasi dokumen (Free Scrining), tahap Analisa
pembiayaan, tahap kunjungan (survey), tahap pemberian putusan (termin
persetujuan pembiayaan), tahap penandatanganan berkas dan akad, tahap
pencairan pembiayaan dan tahap monitoring.
@ @ @ Dalam menganalisa kelayakan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT.
Bank Syariah Indonesia telah menerapkan Prinsip 5C menurut teori (M. L.
I. Nasution, 2018) yaitu Pertama, Character (Karakter), Capital (Modal),
Capacity (Kapasitas), Condition (Kondisi), Collateral (Jaminan).

ABSTRACT

Murabahah financing is a transaction of selling goods by stating the
acquisition price and profit (margin) agreed upon by the seller and buyer.
Murabahah is a type of buying and selling that is permitted by sharia and is
a business interaction or muamalat tijariyah. The legal basis for buying and
selling Murabahah is found in the Qur'an, Al-Hadith and Fatwa of the
National Sharia Council (DSN-MUI). Public knowledge about KUR financing
has not been widely distributed, 7 out of 10 Prospective Customers do not
know how the KUR application process is, Prospective Customers do not
understand the KUR application procedure, Prospective Customers do not
meet the requirements that have been set. This study aims to determine the
Murabahah Financing System on People's Business Credit (KUR) and
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Analyze the feasibility of Murabahah Financing on People's Business Credit
(KUR) at PT. Bank Syariah Indonesia Kcp. Sukabumi Sudirman. The
method used in this study is qualitative research method with a descriptive
approach. This study used primary and secondary data sources through
observation, interviews and documentation. Based on the results of the
study, it shows that the financing system for Murabahah contracts on
People's Business Credit (KUR) uses a Murabahah bil wakalah contract.
The system for applying for People's Business Credit (KUR) financing that
is implemented at PT. Bank Syariah Indonesia Kcp. Sukabumi Sudirman is
in accordance with the Standard Operating Procedures (SOP) set by the
Financial Services Authority (OJK) which includes several stages, namely:
the stage of submitting financing and verifying documents (Free Screening),
the stage of financing analysis, the stage of visits (surveys), the stage of
giving decisions (terms for financing approval), the stage of proof of
documents and contracts, the stage of financing disbursement and the
monitoring stage. In analyzing the feasibility of financing People's Business
Credit (KUR) PT. Bank Syariah Indonesia has implemented the 5C
Principles according to theory (M. L. |. Nasution, 2018), namely Character,
Capital, Capacity, Conditions, Collateral (Guarantee).

PENDAHULUAN

Bank merupakan sebuah Lembaga perantara keuangan atau biasa disebut Financial Intermediary,
yaitu Lembaga keuangan yang didirikan berdasarkan kewenangan untuk menerima simpanan uang,
meminjamkan uang dan menerbitkan surat sanggup bayar. Berdasarkan UU Perbankan Syariah Nomor 21
Tahun 2008 Pasal 1, Bank Syariah merupakan Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan
Prinsip Syariah. Prinsip Syariah merupakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan
fatwa yang dikeluarkan oleh Lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang
syariah, kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah tersebut antara lain yaitu riba, maisir, gharar,
haram dan zalim. (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, 2008)

Bank Syariah Indonesia merupakan salah satu bank syariah terbesar di Indonesia, yang merupakan
Bank hasil merger antara, PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank BRI Syariah Tbk serta PT. Bank BNI Syariah
yang secara resmi dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 27 Januari 2021 melalui
surat Nomor SR-3/PB.1/2021 dan diresmikan pada tanggal 1 Februari 2021 oleh Presiden RI yaitu Joko
Widodo.

BSI merupakan ikhtiar atas lahirnya bank syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi
energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas.
Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cermin wajah perbankan syariah di Indonesia yang
modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (Rahmatan Lil ‘Aalamiin).

Dalam lingkup perbankan, risiko merupakan suatu kejadian potensial baik yang diperkirakan
(expected) maupun yang tidak dapat diperkirakan (unexpected) yang berdampak negative terhadap
pendapatan dan permodalan bank (Indonesia, 2015). Schroeck (2002) terdapat dua tipe risiko yang
berkaitan dengan pembiayaan bank yaitu pertama risiko-risiko yang berkaitan dengan neraca atau aset
dan juga liabilitas. Risiko-risiko tipe ini mencakup risiko suku bunga, risiko nilai tukar dan risiko likuiditas.
Kedua, terdapat risiko-risiko transaksi yang berkaitan dengan sisi aset saja di dalam neraca. Risiko risiko
tipe ini antara lain mencakup risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional. Dan risiko yang dihadapi
oleh bank syariah yaitu risiko pembiayaan (credit risk), risiko pasar (market risk), risiko likuiditas (liquidity
risk), risiko operational (operational risk), risiko hukum (legal risk), risiko reputasi (reputation risk), risiko
strategis (strategic risk), risiko kepatuhan (compliance risk), risiko imbal hasil dan risiko investasi.

Dalam rangka menghindari pembayaran dan penerimaan riba atau bunga, maka dalam
melaksanakan kegiatan pembiayaan (financing), perbankan syariah menempuh mekanisme bagi hasil
(profit and loss sharing investment) sebagai pemenuhan kebutuhan permodalan (equity financing) dan
investasi berdasarkan imbalan (fee based investment) melalui mekanisme jual beli sebagai pemenuhan
kebutuhan pembiayaan (debt financing). (Susila, 2017)

Terdapat tiga jenis produk Bank Syariah yang sudah dikenal oleh masyarakat yaitu produk
penghimpunan dana (funding), produk jasa (service) dan produk penyaluran dana (lending). Jenis produk
penyaluran dana (lending) adalah produk yang disalurkan kepada nasabah yang terbagi dalam 4 (empat)
kategori pembiayaan yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip ijarah,
pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dan yang terakhir dengan akad (produk) pelengkap. (Romadhon &
Sutantri, 2021)
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Prinsip jual beli ini dilakukan dengan cara segera (cash) atau dengan Tangguh (utang). Adapun yang
termasuk ke dalam prinsip jual beli ini adalah Murabahah, ba’i bi saman ‘ajil, ba’i salam, ba’l istisna’i dan
ijarah (sewa). Murabahah ini berarti pembelian barang dengan pembayaran ditangguhkan yang diberikan
kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi (inventory). (Susila, 2017:44)

Murabahah merupakan suatu akad dalam jual beli suatu produk yang harga penjualannya sama
dengan harga yang diperoleh dan ditambah dengan nisbah keuntungan yang telah dijanjikan, dan penjual
harus memberitahukan kesepakatan harga dari produk tersebut kepada pembeli. (Yudistira, 2019).
Landasan hukum pada transaksi Murabahah adalah berasal dari Q.S. An-Nisa (4) ayat 29, yaitu sebagai
berikut:

L O

G35 G ) el 24 &0 50 56 ) ol el )
Vo ) S5 (S all &)= 280l ) B3 W 57 aS3% (al 55 (e 8l
(29 :4/slal) ) (¥4

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan
jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama suka diantara kamu,
dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS.
An-Nisa : 29)

Saat ini produk Pembiayaan jual beli (Murabahah) masih terus mendominasi dibandingkan produk
bank syariah lainnya. Dalam memperoleh barang yang dibutuhkan oleh nasabah, bank dapat mewakili
nasabah untuk membeli barang tersebut dari pihak ketiga untuk dan atas nama bank. Namun dalam hal ini
ketentuan akad Murabahah baru dapat dilaksanakan setelah barang yang pada prinsipnya telah menjadi
milik bank. Dalam produk ini, prinsip kehati-hatian (prudential) bank relatif ketat sehingga resiko kerugian
sangat rendah. Bahkan, bank syariah baru cenderung memiliki portofolio keuangan terbesar dengan
Murabahah karena lebih aman. (Hakim & Anwar, 2020)

Salah satu bukti bahwa pembiayaan Murabahah lebih banyak diminati oleh masyarakat dan

mengalami kenaikan setiap tahunnya yaitu tercantum dalam data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang
tertuang dalam tabel berikut ini:

PEMBIAYAAN MURABAHAH

=

8

D% 183.286
S 118134 $22.725 436.990 +44.180

=

£
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)

2018 2019 2020 2021 2022
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Gambar 1. Realisasi Pembiayaan Murabahah di Bank Umum Syariah
Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan 2018-2022

Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah 5 (lima) tahun terakhir diatas, disampaikan bahwa

realisasi pembiayaan Murabahah setiap tahunnya mengalami kenaikan. Dengan demikian, rata-rata
porsinya mencapai 93,58% dari total Pembiayaan (Murabahah, Istishna, ljarah dan Qardh).
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Adapun data menurut Catatan atas Laporan Keuangan PT. Bank Syariah Indonesia dalam 5 (lima)
tahun terakhir adalah sebagai berikut:

PEMBIAYAAN MURABAHAH

Dalam Jutaan Rupiah

2017 2018 2019 2020 2021

Tahun

Gambar 2. Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Indonesia
Sumber: Laporan Keuangan Tahunan PT. Bank Syariah Indonesia Periode 2017-2021

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Pembiayaan Murabahah terus mengalami kenaikan. Pada
tahun 2020 Pembiayaan Murabahah mengalami kenaikan yang sangat signifikan, itu terjadi karena
Laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 1 Januari 2021 disusun
berdasarkan tiga laporan keuangan terpisah PT Bank Mandiri Syariah, PT Bank BRISyariah Tbhk, dan PT
Bank BNI Syariah. Penggabungan usaha ini merupakan penggabungan perusahaan sepengendali sesuai
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 38 (Revisi 2012) mengenai Kombinasi Bisnis entitas
Sepengendali. Untuk penyajian transaksi kombinasi bisnis ini berdasarkan metode penyatuan kepemilikan,
yaitu laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 disajikan seakan-akan penggabungan
usaha tersebut terjadi sejak awal periode. Dan Kontribusi terbesar pada tahun 2021 masih didominasi oleh
Murabahah yaitu sebesar Rp101,6 triliun, meningkat 13,29% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp89,6
triliun.

Berdasarkan jenisnya, Murabahah memiliki 2 (dua) jenis yaitu Murabahah dengan pesanan yang
artinya Transaksi dilakukan setelah produk yang dipesan pembeli diperoleh oleh penjual. Jadi skema akad
Murabahah adalah pembeli memesan barang terlebih dahulu. Kemudian penjual memproduksi atau
membeli dari supplier, lantas dijual kepada pembeli dengan transparansi harga. Sedangkan, Murabahah
tanpa pesanan yaitu suatu transaksi Murabahah dilakukan secara langsung tanpa menunggu pemesanan
barang, karena produk telah tersedia. (NISP, 2021)

Adapun beberapa macam Produk pembiayaan di Bank Syariah Indonesia dengan akad Murabahah
yaitu, BSI KUR, BSI Griya, BSI Mitraguna Berkah, BSI OTO, BSI Pensiun Berkah, Mitraguna Online (Via
BSI Mobile), BSI Mitra Beragun Emas (Non Qardh), BSI KPR Sejahtera, BSI Cash Collateral, BSI Umrah
dan Bilateral Financing. (Bank BSI, 2021)

BSI KUR (Kredit Usaha Rakyat) merupakan program pembiayaan dari pemerintah yang
diperuntukan khusus usaha mikro, kecil, dan menengah yang memiliki usaha layak dan produktif sesuai
dengan prinsip syariah. Ada 3 (tiga) jenis pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia yaitu: BSI KUR
Super Mikro, BSI KUR Mikro dan BSI KUR Kecil. Perbedaan dari ketiga Pembiayaan KUR tersebut terdapat
pada nominal plafondnya. (BSI, 2021)
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BSI KUR Super Mikro BSI KUR Mikro BSI KUR Kecil
Kembangkan Usaha anda bersama BSI Kembangkan Usaha anda bersama BSI Kembangkan Usaha anda bersama BSI
KUR Super Mikro KUR Kecil KUR Kecil

Gambar 3. Produk Pembiayaan KUR Bank Syariah Indonesia
Sumber: Bank Syariah Indonesia, 2021

KUR Super Mikro merupakan pembiayaan modal kerja dan/atau investasi dengan plafond sampai
Rp 10 Juta. Sedangkan KUR Mikro merupakan Pembiayaan modal kerja dan/atau investasi dengan plafond
diatas Rp 10 Juta sampai dengan Rp 100 Juta. Dan KUR Kecil merupakan Pembiayaan Modal Kerja
dan/atau investasi dengan plafond diatas Rp 100 Juta sampai dengan Rp 500 Juta. (Bank Syariah
Indonesia, 2021).

KUR diharapkan dapat membantu UMKM untuk terus berkembang dan menjadi salah satu ujung
tombak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara untuk menjaga stabilitas perekonomian negara.
Ahmad Buchori (2022), Ketua Satgas Pengembangan Keuangan Syariah dan Ekosistem UMKM Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa pasca pandemi Covid-19 ini 84,20% para pelaku UMKM
mengalami penurunan pendapatan. Dan secara umum, 8 dari 10 pelaku UMK juga cenderung mengalami
penurunan permintaan. (Sidik, 2022).

Namun tidak semua masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat wilayah Kota/Kabupaten
Sukabumi mengetahui tentang adanya pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia Kcp. Sukabumi
Sudirman. Beberapa pengusaha/ pelaku usaha juga tidak mengetahui bagaimana prosedur pengajuan
KUR yang seharusnya dilakukan. Beberapa pelaku usaha tidak dapat memenuhi kriteria penerima KUR
karena memiliki pembiayaan lainnya. Dan beberapa pelaku usaha tidak memenuhi persyaratan dan
legalitas terkait usahanya. Adapun menurut (M. L. I. Nasution, 2018:11) untuk menganalisa kelayakan
pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah antara lain yaitu pengamatan dan penelitian yang
didasarkan pada prinsip 5C yang meliputi:

a. Character (Karakter)
Merupakan keadaan watak dari nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan
usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana
kemauan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

b. Capital (Modal)
merupakan jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon nsabah. Semakin besar modal sendiri
dalam perusahaan, maka semakin tinggi kesungguhan calon nasabah dalam menjalankan usahanya
dan pihak bank akan merasa lebih yakin dalam memberikan pembiayaan. Modal sendiri juga
diperlukan sebagai alat kesungguhan dan tangung jawab nasabah dalam menjalankan usahanya
karena nasabah ikut serta menanggung resiko terhadap gagalnya usaha.

c. Capacity (Kapasitas)
Merupakan kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usaha guna memperoleh
keuntungan yang diharapkan. Kegunaan penilaian ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana
calon nasabah mampu untuk mengembalikan atau melunasi utang-utangnya secara tepat waktu dari
usaha yang diperolehnya.

d. Condition (Kondisi)
Merupakan situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya yang mempengaruhi keadaan
perekonomian yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha calon debitur.

e. Collateral (Jaminan)
Merupakan barang-barang yang diserahkan oleh nasabah sebagai agunan terhadap pembiayaan
yang diterimanya. Collateral tersebut harus dinilai oleh pihak pemberi pembiayaan untuk mengetahui
sejauh mana resiko kewajiban finansial nasabah.
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KUR BSI ini diharapkan dapat mengurangi beban pelaku UMKM karena sistem yang digunakan
dalam KUR BSI ini tanpa bunga dan menggunakan akad Syariah yang baik dan tidak menyimpang dari
ajaran Islam. (Sudianto et al., 2022).

Hasil observasi awal dari peneliti mengenai hal yang berkaitan dengan sistem pembiayaan akad
Murabahah pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari hasil wawancara dengan Staff Mikro terjadi beberapa
masalah yaitu pengetahuan masyarakat tentang pembiayaan KUR belum merata secara luas, 7 dari 10
Calon Nasabah tidak mengetahui bagaimana proses pengajuan KUR, Calon Nasabah tidak memahami
prosedur pengajuan KUR, Calon Nasabah tidak memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan, Calon
Nasabah tidak bisa mengajukan pembiayaan KUR karena tidak memiliki legalitas terkait usahanya.

LANDASAN TEORI

Pengertian Analisis

Analisis merupakan penguraian suatu pokok dari berbagai bagian, penelaahan bagian itu sendiri
dan juga hubungan antar bagian demi memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman secara
keseluruhan. Berikut merupakan pengertian analisis dari beberapa ahli:

a. Menurut Ade Riyani, Analisis merupakan kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan
menjadi komponen sehingga bisa mengenal tanda-tanda komponen, hubungan satu dengan yang lain
dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu. (Riyani et al., 2022)

b. Menurut Dwi Prastowo Darminto dan Rifka Julianty, Analisis merupakan penguraian suatu pokok atas
berbagai bagian dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh
pengertian yang tepat dan pemehaman arti keseluruhan.

Menurut Harahap, Analisis dapat diartikan sebagai usaha untuk menjabarkan suatu hal secara
mendetail sehingga dapat memperoleh suatu hasil. Dan analisis juga dapat diartikan memecahkan atau
menguraikan sebuah unit menjadi unit-unit yang lebih kecil lagi. (Harahap, 2020)

Dari penjabaran diatas, dapat disimpulkan bahwa Analisis merupakan sebuah kemampuan
memecahkan atau menguraikan suatu materi atau informasi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil
sehingga lebih mudah dipahami.

Pengertian Murabahah

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan
keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat
dilakukan secara tunai atau Tangguh (bai’ mu’ajjal). Hal yang membedakan Murabahah dengan penjualan
yang biasa kita kenal adalah penjual secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa harga pokok
barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkan. (Nurhayati & Wasilah, 2019)

Secara etimologi Murabahah berasal dari kata Ar-Ribhu yang berati An-namaa yang berarti tumbuh
dan berkembang. Menurut Syafi’'l Antononio Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan
tambahan keuntungan yang disepakati. Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian. Penjual
harus memberi tahu harga produk yang dia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai
tambahan. (Ikatan Bankir Indonesia, 2014:70)

Al-Marghinani mendefenisikan Murabahah sebagai penjualan barang apa pun pada harga
pembelian yang ditambah dengan jumlah yang tetap sebagai keuntungan, sedangkan lbnu Qudamah
beserta fugaha Hambali berpendapat bahwa Murabahah adalah penjualan pada biaya modal ditambah
dengan keuntungan yang diketahui, pengetahuan atas biaya modal merupakan persyaratan atasnya. Oleh
karena itu, penjual akan mengatakan “Biaya modal saya yang terkait dalam transaksi ini adalah sekian
atau pembelian barang saya sebesar 100 dan saya menjualnya ke anda pada biaya ini ditambah
keuntungan sebesar 10”. Hal ini sah secara hukum tanpa ada kontroversi sedikitpun dari para fugaha. (S.
F. Nasution, 2021)

Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 7/46/PBI/2005, Murabahah merupakan jual beli

barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungannya yang telah disepakati kedua
belah pihak. (RI, 2005)
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Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: 4/DSN-MUI/X1/2000,
Murabahah yaitu menjual suatu barang dengan mensepakati harga beli kepada pembeli dan pembeli
membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Pada akad Murabahah ini, bank tidak turut serta
dalam menanggung keuntungan dan kerugian, melainkan lebih berperan sebagai perantara finansial.
(DSN-MUI, 2000)

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, Murabahah adalah jual-beli barang pada harga
asal dengan tambahan keuntungan yang sudah disepakati. Karakteristik Murabahah adalah bahwa penjual
harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang
ditambahkan pada biaya (cost) tersebut.

Pengertian Kredit Usaha Rakyat

Kredit berasal dari bahasa Italia, credere yang artinya kepercayaan, yaitu kepercayaan dari kreditur
bahwa debiturnya akan mengembalikan pinjaman beserta margin sesuai dengan perjanjian kedua belah
pihak. Tegasnya, kreditur percaya bahwa kredit itu tidak akan macet. Kredit secara umum adalah cara
penjualan barang dengan pembayaran tidak secara tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur).

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah program pembiayaan/kredit bersubsidi pemerintah dengan
margin rendah, yang 100% dananya milik Bank/Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) Penyalur KUR
dan disalurkan dalam bentuk dana keperluan modal kerja serta investasi. Pembiayaan/kredit tersebut
disalurkan kepada pelaku UMKM individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang
memiliki usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau feasible namun
belum bankable. Subsidi yang diberikan oleh pemerintah berupa subsidi margin dan ada pola penjaminan
sehingga agunan pokok KUR berupa usaha atau obyek yang dibiayai. (KUR, 2023)

Yang dimaksud dengan Usaha produktif adalah usaha untuk menghasilkan barang atau jasa untuk
memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha. (KUR, 2023)

Yang dimaksud dengan Usaha yang Feasible (layak) adalah usaha calon debitur yang
menguntungkan/memberikan laba sehingga mampu membayar marjin dan mengembalikan seluruh
hutang/ kewajiban pokok Kredit/Pembiayaan dalam jangka waktu yang disepakati antara Bank/LKBB
Penyalur KUR dengan Debitur KUR dan memberikan sisa keuntungan untuk mengembangkan usahanya.
(KUR, 2023)

Yang dimaksud dengan Usaha yang belum bankable adalah jenis usaha produktif yang tergolong
dalam Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang belum dapat memenuhi persyaratan
perkreditan/pembiayaan dari Bank/LKBB antara lain dalam penyediaan agunan dan pemenuhan
persyaratan perkreditan/pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan Bank/LKBB. (KUR, 2023)

Tujuan KUR Syariah ini yaitu untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada
sektor produktif, meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil dan menengah, dan mendorong
pertumbuhan ekonomi. Sumber dana KUR Syariah bersumber dari dana Lembaga Keuangan Syariah
penyalur KUR Syariah. (Kredit Usaha Rakyat, n.d.)

Upaya meningkatkan akses pada sumber pembiayaan antara lain dilakukan dengan memberikan kredit
bagi UMKM (Usaha Mikro Kredit Menengah) melalui

Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pada tanggal 5 November 2007, Presiden meluncurkan Kredit Usaha
Rakyat (KUR), dengan fasilitas penjamin kredit dari pemerintah melalui PT. Askrindo dan Perum
Jamkrindo. (Kredit Usaha Rakyat, n.d.)

Penggunaan kata ‘“kredit” pada produk pembiayaan ini tidak mempengaruhi pada sistem
pembiayaan yang dilaksanakan. Penggunaan kata “kredit” bukan berarti bank menggunakan sistem bunga
dalam pembiayaannya. Pelaksanaan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di bank syariah telah
disesuaikan dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan.

Adapun paradigma penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Journal of Management, Economic, and Accounting, Vol. 2 No. 2 July-December 2023 page: 307—324| 313



e-ISSN : 2962-4134

| Bank Syariah Indonesial

[ ooas sowx wiwe oo sew Sow | =]
Akad Murabahal ! T
| ad / T abahah | o e e ! Super Mikro |
i b or mw o e o o ol
1
| P 1
Kredit Usaha Rakyat [~=~~ iEcEcacace | Mikro !
i for_aw g e o g 2l
|
I e——————————————
| | : |
""""" I Kecil [
b e J
Sistem Pembiayaan b Aél.altsa Ki;a)ialgal; ;
Murabahah pada KUR em 13;:32 ;{ E;;; ananh

ANALISIS SISTEM PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH PADA KREDIT USAHA
RAKYAT (KUR) DI PT. BANK SYARIAH INDONESIA KCP. SUKABUMI SUDIRMAN

Gambar 4. Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu untuk menggambarkan
atau mengetahui realisasi peristiwa yang diteliti. Sehingga dapat memudahkan penulis untuk
mendapatkan data yang bersifat objektif untuk mengetahui bagaimana pelaksanakan Pembiayaan Kredit
Usaha Rakyat (KUR) Melalui Akad Murabahah di Bank Syariah Indonesia Kcp. Sukabumi Sudirman.

Sampel Sumber Data

Menurut Sugiyono (2020:241), dalam Penelitian Kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi
oleh Spradley dinamakan “social situation” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat
(place), pelaku (actors) dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis. Sumber data di dalam
penelitian merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil
penelitian. Oleh karena itu, sumber data menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan metode
pengumpulan data. Sumber data terdiri dari, sumber data primer dan sumber data sekunder.

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang peneliti gunakan untuk memperoleh informasi dalam
penelitian. Teknik pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi
ataupun gabungan. Pada penelitian ini, Teknik yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data yaitu
menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Teknik Analisis Data
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara deskriptif, yaitu
penelitian yang bertujuan untuk meneliti dan menemukan informasi sebanyak-banyaknya dari suatu
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fenomena yang menggambarkan kondisi objektif dari objek penelitian dan kemudian diuraikan dalam
bentuk kalimat berdasarkan data primer atau sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PT. Bank Syariah Indonesia merupakan Bank Syariah terbesar di Indonesia yang saat ini memiliki
lebih dari 1200 kantor cabang, satu diantaranya ada di Sukabumi yaitu Bank Syariah Indonesia Kcp
Sukabumi Sudirman. Terdapat tiga jenis produk Bank Syariah yang sudah dikenal oleh masyarakat yaitu
produk penghimpunan dana, produk jasa dan produk penyaluran dana. Menurut Staff Mikro Bank BSI Kcp
Sukabumi Sudirman, dari ketiga jenis produk tersebut produk penyaluran dana merupakan produk yang
paling banyak peminatnya.

Jenis produk penyaluran dana (lending) ini merupakan produk yang disalurkan kepada nasabah
dengan prinsip jual beli dan prinsip bagi hasil serta akad sebagai produk pelengkap. Adapun beberapa
produk penyaluran dana di Bank BSI Kcp Sukabumi Sudirman yaitu BSI Gadai Emas, BSI Griya Hasanah,
BSI Griya Mabrur, BSI Griya Simuda, BSI KPR Sejahtera BSI Mitraguna, BSI Multiguna, BSI OTO, BSI
Pensiun Berkah, BSI Umrah dan BSI KUR.

Bank BSI Kcp Sukabumi Sudirman mengeluarkan produk BSI KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang
disalurkan khusus untuk nasabah yang mempunyai usaha layak dan produktif sesuai dengan prinsip
syariah. Yang dimaksud usaha layak dan produktif ini yaitu usaha calon nasabah untuk menghasilkan
barang atau jasa dan memberikan laba serta dapat meningkatkan pendapatannya sehingga mampu
membayar marjin dan mengembalikan kewajiban pokok pembiayaan dalam jangka waktu yang sudah
disepakati.

Terdapat tiga jenis pembiayaan KUR di Bank BSI Kcp Sukabumi Sudirman yaitu KUR Super Mikro,
KUR Mikro dan KUR Kecil. KUR Super Mikro merupakan pembiayaan modal kerja dan/atau investasi
dengan plafond sampai Rp 10 Juta. Sedangkan KUR Mikro merupakan Pembiayaan modal kerja dan/atau
investasi dengan plafond diatas Rp 10 Juta sampai dengan Rp 100 Juta. Dan KUR Kecil merupakan
Pembiayaan Modal Kerja dan/atau investasi dengan plafond diatas Rp 100 Juta sampai dengan Rp 500
Juta.

Pembiayaan ini menggunakan Akad Murabahah yang berlandaskan pada Fatwa Dewan Syariah
Nasional Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 04/DSN-MUI/2000 mengenai Murabahah yaitu
penjualan barang yang menekankan harga beli kepada pembeli dan pembeli bersedia membeli dengan
harga lebih tinggi sebagai perolehan keuntungan penjual. Dan pembiayaan ini juga berlandaskan pada
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023.

Menurut Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023, KUR ini harus
disalurkan kepada masyarakat (nasabah) yang memiliki usaha layak dan produktif dan dapat
dikategorikan kedalam beberapa sektor yaitu Sektor Pertanian, Sektor Perikanan, Sektor Industri
Pengolahan/manufaktur, sektor perdagangan, sektor jasa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak
Azhary selaku Staff Mikro di Bank BSI Kcp Sukabumi Sudirman, beliau mengatakan bahwa:

“Produk Pembiayan KUR disalurkan kepada masyarakat yang memiliki usaha yang dikelompokan
kedalam beberapa sektor. Di Bank BSI Sudirman, yang paling banyak menikmati pembiayaan KUR yaitu
Sektor Perdagangan, Sektor Pengolahan/Manufaktur dan juga Sektor jasa”.

Secara praktik, Bank BSI Kcp Sukabumi Sudirman sudah menyalurkan pembiayaan KUR ini sesuai
dengan ketentuan yang ada, yaitu disalurkan khusus nasabah yang mempunyai usaha layak dan produktif
serta sesuai dengan prinsip syariah yaitu barang atau jasa yang dijual harus yang dihalalkan oleh syariat
Islam.

Sistem Pembiayaan Akad Murabahah pada KrediT Usaha Rakyat (KUR)

Sistem Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat ini menggunakan sistem pembiayaan jual beli Murabahah.
Penggunaan kata “kredit” pada produk Kredit Usaha Rakyat tidak mempengaruhi pada sistem pembiayaan
yang dilaksanakan. Kata “kredit” bukan berarti bank menggunakan sistem bunga dalam pembiayaannya.
Pelaksanaan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di bank syariah telah disesuaikan dengan prinsip-
prinsip yang ditetapkan.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Azhary selaku Staff Mikro di Bank BSI Kcp Sukabumi
Sudirman yang dianggap mampu memberikan informasi yang mendalam tentang sistem pembiayaan KUR
di Bank Syariah, beliau menjelaskan bahwa:

“Di Bank BSI Kcp. Sukabumi Sudirman, produk Kredit Usaha Rakyat lebih dikenal dengan nama
Pembiayaan Usaha Rakyat (PUR). Karena ini Bank Syariah, jadi kata kredit diganti menjadi Pembiayaan
yaitu pihak bank memberikan fasilitas untuk kebutuhan nasabah dengan margin yang sudah ditentukan.
Pembiayaan ini menggunakan sistem jual beli Murabahah tanpa pesanan atau disebut dengan Murabahah
bil wakalah karena untuk saat ini Bank BSI Sudirman belum memiliki pemasok atau supplier”.

Secara Praktik, Bank BSI Kcp Sukabumi sudirman menerapkan sistem pembiayaan Murabahah
pada Produk Kredit Usaha Rakyat dengan Akad Murabahah bil Wakalah. yang artinya pihak bank hanya
sebagai Kontributor. Namun pada saat pelaksanaan akad, Bank dan Calon Nasabah akan
menandatangani dua akad yaitu akad Murabahah dan akad Wakalah yang akan menjadi surat kuasa untuk
membeli barang karena Bank BSI sendiri belum memiliki Supplier atau pemasok. Jadi, Akad wakalah ini
dilakukan secara internal yaitu antara pihak bank dan pihak nasabah atau disebut dengan akad dibawah
tangan, yang artinya akad wakalah ini tidak dinotarilkan. Akad ini merupakan multiakad yang menggunakan
rangkaian berurutan (akad pertama diikuti dengan akad kedua dan seterusnya).

Menurut penulis, Pembiayaan KUR di Bank BSI Kcp Sukabumi Sudirman dengan akad Murabahah
bil wakalah sudah sesuai dengan prinsip syariah karena transaksi jual beli yang dimana kelebihan (margin)
dari harga pokoknya merupakan keuntungan dari penjualan barang. Sangat berbeda dengan praktik riba
yang dimana nasabah meminjam uang sejumlah tententu untuk membeli suatu barang, kemudian atas
pinjaman tersebut nasabah nasabah harus membayar kelebihannya. Kelebihan inilah yang disebut dengan
riba. Menurut ketentuan syariah, pinjaman uang harus dilunasi sebesar pokok pinjaman. Jika terdapat
kelebihan itu dianggap sebagai riba, tidak tergantung dari besar kecilnya kelebihan yang diminta, juga tidak
tergantung kelebihan tersebut nilainya tetap atau tidak tetap sepanjang waktu pinjaman. Oleh karena itu,
hukum jual beli dihalalkan oleh Allah SWT karena ada pertukaran barang atau manfaat yang diberikan
sehingga ada keuntungan/ manfaat yang diperoleh pembeli dan penjual. Dalam hal ini jual beli
diperbolehkan karena ada ‘iwad (pengganti/penyeimbang) yang menyebabkan penjual boleh mengambil
tambahan sebagai keuntungan. (Nurhayati & Wasilah, 2019:51)

Adapun tahapan dalam pelaksanaan Akad Murabahah bil wakalah untuk Pembiayaan KUR
berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Azhary yaitu:

“Tahapan dalam Akad Murabahah bil wakalah terhadap pembiayaan yang telah disetujui yaitu
meliputi akad atau penandatanganan berkas-berkas seperti berita acara serah terima akad (BAST), Surat
Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SP3), Surat Pertanyaan Nasabah, Surat Kuasa dan
sebagainya”.

Alasan Bank BSI menggunakan akad Murabahah bil wakalah dalam pembiayaan KUR yaitu supaya
memudahkan nasabah dalam membayar angsuran untuk pembelian barang modal kerja sesuai kebutuhan
dengan margin yang sudah ditetapkan yaitu 6 (enam) sampai dengan 9 (sembilan) persen pertahunnya.

Sistem Pengajuan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Sistem pengajuan pembiayaan jual beli (Murabahah) di perbankan syariah diatur oleh Otoritas Jasa
Keuangan (OJK), yaitu mengenai Standar Umum SOP Pembiayaan Murabahah. Standar Operational
Prosedur (SOP) ini mengatur terkait akad, tujuan pembiayaan, obyek pembiayaan, jangka waktu
pembiayaan, kriteria nasabah, sifat fasilitas, uang muka, margin, jenis perikatan, jenis perjanjian, biaya-
biaya, pembayaran angsuran, agunan dan jaminan, asuransi dan penanganan tunggakan. (Divisi
Pengembangan dan Edukasi et al., 2016)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengatur Standar Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah. SOP
ini berisi tentang tahapan proses pembiayaan, pengajuan pembiayaan, keputusan pembiayaan, realisasi
dan pengembalian pembiayaan, pembayaran angsuran, monitoring pembiayaan, pengakhiran akad
Murabahah, perpanjangan fasilitas pembiayaan, (Divisi Pengembangan dan Edukasi et al., 2016)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Erwin Rahardjo selaku Micro Retail Manager Team

Leader (MRM TL) di Bank BSI Kcp Sukabumi Sudirman, langkah awal untuk mengajukan pembiayaan
Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank BSI Kcp. Sukabumi Sudirman yaitu calon nasabah harus menyerahkan
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beberapa dokumen persyaratan yaitu KTP Suami Istri (jika sudah menikah), Kartu Keluarga dan NPWP
untuk proses Bl Checking yang akan diinput ke sistem |-Kurma atau APPEL (Aplikasi Penunjang
Pembiayaan Elektronik) sebagai data awal. Adapun Syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah antara
lain:

a. Memiliki Usaha Produktif (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), melampirkan surat keterangan usaha
dan usaha minimal 6 bulan berjalan.

b. Usia Calon Nasabah minimal 21 tahun atau sudah menikah.

c. Calon Nasabah telah melewati proses penilaian dan dikategorikan sebagai Nasabah yang layak
dibiayai sesuai kriteria analisa pembiayaan yang sehat.

d. Tidak memiliki pembiayaan produktif di Lembaga lain atau pembiayaan program pemerintah lainnya.

Adapun beberapa dokumen yang harus dilampirkan oleh calon nasabah pembiayaan KUR antara

1. Melampirkan E-KTP calon nasabah dan pasangan (Suami/lstri) jika sudah menikah.

2. Copy Kartu Keluarga (KK), Buku Nikah atau Surat Keterangan Belum Menikah dari pemerintah

setempat

Copy Akta Cerai atau Surat Kematian (untuk janda atau duda)

Surat Izin Usaha atau Surat Keterangan Usaha dari pemerintah setempat.

Nasabah yang memiliki pembiayaan program pemerintah (KUR) tetapi sudah melunasinya, maka

wajib melampirkan Surat Keterangan Lunas atau ROYA dan melampirkan rekening koran dari bank

pemberi pembiayaan sebelumnya.

Surat Pernyataan tidak sedang memiliki pembiayaan produktif di Lembaga keuangan lainnya.

Copy NPWP

Copy Mutasi Transaksi Usaha (3 bulan terakhir)

Copy Agunan (untuk pembiayaan diatas 100 Juta)

0. Menyerahkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pembiayaan investasi atau Daftar Rancana
Pembiayaan (DRF) untuk pembiayaan modal kerja.

arw

B ©o®N»

Adapun tahapan-tahapan dalam proses pengajuan pembiayaan berdasarkan Standar Pelaksanaan
dari OJK terbagi menjadi beberapa tahapan yaitu:

Tahap I: Pengajuan Pembiayaan

Tahap II: Verifikasi Dokumen Calon Nasabah

Tahap lll: Persetujuan Pengajuan Pembiayaan

Tahap IV: Pengikatan Pembiayaan dan Pengikatan Jaminan
Tahap V: Pembayaran Biaya-biaya Sebelum Pencairan
Tahap VI: Setting Fasilitas Pembiayaan Murabahah

Tahap VII: Pembayaran Angsuran

Tahap VIII: Pelunasan Pembiayaan

S@me o0 Ty

Berikut ini merupakan Tabel mengenai prosedur pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia Kcp.
Sukabumi Sudirman yaitu:
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Pengajuan Pembiayaan
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Gambar 5. Prosedur Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank BSI Kcp. Sukabumi
Sudirman
Sumber: Bank BSI Kcp. Sukabumi Sudirman dan diolah kembali oleh penulis

Analisa Kelayakan Pembiayaan Pada Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Sebelum bank memberikan pembiayaan terhadap nasabah, bank perlu bijaksana/discreet dalam
membuat sebuah analisa yang bertujuan mengetahui calon nasabah layak atau tidak untuk diberikan
pembiayaan. Kebijaksanaan merupakan asas kewaspadaan yang menjadi dasar pijakan dalam
menentukan konsep yang tertata sehingga menghasilkan kebijakan yang memiliki standar sikap, teknik
dalam mengatur manajemen resiko yang dimiliki. Istilah discreet juga berkaitan dengan fungsi dari
pengawasan terhadap perbankan dan manajemen perbankan. (Basri, 2019:77)
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Analisis Pembiayaan dilakukan dengan tujuan untuk meyakinkan pihak manajemen apakah calon
nasabah mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memenuhi kewajiban pada bank secara baik atau
tidak. Adapun menurut (M. L. I. Nasution, 2018:10) penilaian dilakukan dengan menggunakan pendekatan
Analisis 5C yaitu Pertama, Character (Karakter) yang merupakan keadaan watak dari nasabah, baik dalam
kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kedua, Capital (Modal) yang merupakan jumlah
dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon nsabah. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, maka
semakin tinggi kesungguhan calon nasabah dalam menjalankan usahanya dan pihak bank akan merasa
lebih yakin dalam memberikan pembiayaan. Ketiga, Capacity (Kapasitas) yang merupakan kemampuan
yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usaha guna memperoleh keuntungan yang diharapkan.
Kegunaan penilaian ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana calon nasabah mampu untuk
mengembalikan atau melunasi utang-utangnya secara tepat waktu dari usaha yang diperolehnya.
Keempat, Condition (Kondisi) yang merupakan situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya yang
mempengaruhi keadaan perekonomian yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha calon debitur.
Kelima, Collateral (Jaminan) yang merupakan barang-barang yang diserahkan oleh nasabah sebagai

agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya.

Kendala dan Hambatan

Bank Syariah Indonesia Kcp. Sukabumi Sudirman mengalami perkembangan yang pesat, ini terlihat
dari meningkatnya nasabah yang melakukan aktifitas pendanaan di Bank ini. Selain memiliki kekuatan
dalam mencapai tujuan tertentu, Bank BSI Kcp. Sukabumi Sudirman juga memiliki kendala dan hambatan
terutama dalam pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Masalah yang muncul akan menjad faktor
penghambat dalam sebuah organisasi. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Erwin mengatakan
bahwa:

“Beberapa kendala yang kami hadapi dalam pembiayaan KUR ini biasanya terjadi maintenance pada
sistem I-Kurma sehingga proses penginputan data menjadi terhambat dan terjadi keterlambatan. Selain itu
kendala sering muncul dari calon nasabah seperti kurangnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah
atau kurangnya dokumentasi keuangan yang lengkap serta ketidakmampuan nasabah untuk memberikan
jaminan yang cukup dan juga beberapa kendala karena human eror dimana pegawai melakukan kesalahan
dalam penginputan data”.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kendala dan hambatan muncul karena

beberapa hal sebagai berikut:

1. Sistem I-Kurma
Bank BSI Kcp. Sukabumi Sudirman sudah menerapkan sistem digitalisasi dalam penginputan data
nasabah yaitu dapat melalui Aplikasi di Handphone karyawan mikro (I-Kurma) atau kedalam sistem
yang ada di Intranet Banking (APPEL). Sistem ini, dapat memudahkan karyawan mikro yang bertugas
dalam menginput data nasabah dimana pun dan kapan pun menjadi lebih cepat. Tetapi jika dilihat dari
sisi analisa risiko, menggunakan sistem ini lebih beresiko karena bisa terjadi ketidak jujuran dalam
penginputan data calon nasabah seperti melakukan Mark-up nilai pendapatan calon nasabah (tidak
sesuai dengan Rill pendapatan nasabah) agar lolos dan mendapatkan pembiayaan demi target
marketing yang harus terpenuhi.

2. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)
Bank BSI Kcp. Sukabumi Sudirman sudah memiliki beberapa karyawan pemasar atau marketing,
tetapi SDM yang ada dirasa kurang efektif untuk kebutuhan dalam penyaluran ataupun dalam
melakukan analisa pembiayaan KUR. Ini terjadi karena bagian mikro memiliki multiple role (peran
ganda), yaitu berperan sebagai marketing, menganalisa kelayakan pembiayaan, menangani nasabah
yang akan mengajukan pembiayaan dan melakukan penagihan kepada nasabah yang terkena kredit
macet.

3. Proses Pengajuan Pembiayaan Nasabah
Adapun kendala yang timbul dari calon nasabah yaitu seperti nasabah memiliki pembiayaan yang
sama di Lembaga lain, kurangnya dokumentasi keuangan yang lengkap atau terstruktur hal ini
menyulitkan pihak bank untuk melakukan analisa kelayakan pembiayaan dan penilaian risiko yang
komprehensif, kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah hal ini menghambat minat dan
partisipasi nasabah dalam menggunakan produk bank syariah serta ketidakmampuan nasabah untuk
memberikan jaminan yang cukup.

4. Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
Bank Syariah menghadapi tantangan dalam memberikan akses informasi dan edukasi yang memadai
kepada nasabah potensial mengenai pembiayaan KUR. Hal ini dapat mempengaruhi pemahaman
nasabah tentang persyaratan, manfaat dan prosedur pengajuan pembiayaan.
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KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan
Sistem Pembiayaan pada Produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diterapkan oleh PT. Bank

Syariah Indonesia Kcp. Sukabumi sudirman yaitu Akad Murabahah bil Wakalah. yang artinya pihak bank

hanya sebagai Kontributor dan nasabah sebagai pemegang kuasa untuk membeli barang karena Bank BSI

belum memiliki Supplier atau pemasok, jadi pihak bank dan nasabah akan menandatangani dua akad yaitu
akad Murabahah dan akad Wakalah yang akan menjadi surat kuasa untuk membeli barang. Akad ini
dilakukan secara internal yaitu antara pihak bank dan pihak nasabah atau disebut dengan akad dibawah
tangan, yang artinya akad wakalah ini tidak dinotarilkan.

Dari hasil pembahasan analisis sistem pembiayaan akad Murabahah pada Kredit Usaha Rakyat

(KUR) diatas penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem pengajuan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diterapkan di PT. Bank Syariah
Indonesia Kcp. Sukabumi Sudirman sudah sesuai dengan Standar Operational Prosedur (SOP) yang
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang meliputi beberapa tahapan yaitu: tahap
pengajuan pembiayaan dan verifikasi dokumen (Free Scrining), tahap Analisa pembiayaan, tahap
kunjungan (survey), tahap pemberian putusan (termin persetujuan pembiayaan), tahap
penandatanganan berkas dan akad, tahap pencairan pembiayaan dan tahap monitoring.

2. Pada kelayakan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT. Bank Syariah Indonesia telah
menerapkan Prinsip 5C menurut teori (M. L. I. Nasution, 2018:10) yaitu Pertama, Character (Karakter)
yang merupakan keadaan watak dari nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam
lingkungan usaha. Kedua, Capital (Modal) yang merupakan jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki
oleh calon nsabah. Ketiga, Capacity (Kapasitas) yang merupakan kemampuan yang dimiliki calon
nasabah dalam menjalankan usaha guna memperoleh keuntungan yang diharapkan. Keempat,
Condition (Kondisi) yang merupakan situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya yang
mempengaruhi keadaan perekonomian yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha calon debitur.
Kelima, Collateral (Jaminan) yang merupakan barang-barang yang diserahkan oleh nasabah sebagai
agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya.

3. Penerapan Prinsip 5C yang diterapkan oleh PT. Bank Syariah Indonesia Kcp. Sukabumi Sudirman
melalui lima prosedur yaitu, Collecting data, Pemeriksaan SLIK, Kunjungan (Survey tempat Usaha),
Melalukan Analisa RPC (Repayment Capacity) dan Melakukan Analisa Jaminan.

4. Kendala yang dihadapi PT. Bank Syariah Indonesia Kcp. Sukabumi Sudirman dalam pembiayaan
KUR ini adalah sebagai berikut:

a. Terjadi maintenance pada sistem I-Kurma sehingga proses penginputan data menjadi terhambat
dan terjadi keterlambatan

b. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang menyebabkan ketidak efektifan dalam penyaluran
ataupun dalam melakukan analisa pembiayaan karena bagian mikro memiliki multiple role (peran
ganda), yaitu berperan sebagai marketing, menganalisa kelayakan pembiayaan, menangani
nasabah yang akan mengajukan pembiayaan dan melakukan penagihan kepada nasabah yang
terkena kredit macet.

c. Dokumentasi keuangan nasabah yang tidak lengkap atau tidak terstruktur, hal ini menyulitkan
pihak bank untuk melakukan analisa kelayakan pembiayaan dan penilaian risiko yang
komprehensif

d. Kurangnya pemahaman nasabah tentang prinsip-prinsip syariah, hal ini menghambat minat dan
partisipasi nasabah dalam menggunakan produk bank syariah. Hal ini dapat mempengaruhi
pemahaman nasabah tentang persyaratan, manfaat dan prosedur pengajuan pembiayaan.

Saran
Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada PT. Bank Syariah Indonesia Kcp. Sukabumi Sudirman
mengenai Sistem Pembiayaan Akad Murabahah pada Kredit Usaha Rakyat (KUR), maka penulis hendak
memberikan saran yang sekiranya bermanfaat dan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk kedepannya
yaitu sebagai berikut:
1. Untuk Perusahaan
a. Pada sistem yang digunakan sebaiknya dilakukan pembaharuan lebih lanjut karena sering
terjadinya error dalam penggunaan sistem karena dapat menghambat proses penginputan data
dan terjadi keterlambatan.
a. Penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Tim Analisis Resiko (Risk Analysis) agar lebih
efektif sehingga tidak terjadi multiple role (peran ganda) terhadap Staff Mikro
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Lebih memaksimalkan monitoring Pasca Pencairan kepada nasabah agar meminimalisir resiko
penyalahgunaan dana yang sudah dicairkan dan lebih meningkatkan prinsip kehati-hatian yang
seharusnya menjadi pedoman bagi petugas pembiayaan.

c. Sebaiknya Dewan Pengawas Syariah lebih mengawasi jalannya operasional Bank sehari-hari
agar selalu sesuai dengan ketentuan syariah, maka DSN harus cepat tanggap dan mencari solusi
yang tepat agar masyarakat awam tidak beranggapan bahwa bank syariah sama dengan bank
konvensional dan hanya beda namanya saja. Penerapan media sosial juga sangat dibutuhkan di
era milenial karena masyarakat akan mencari informasi mengenai Bank melalui media sosial.

2. Uantuk Peneliti Selanjutnya

Saran untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti topik yang sama, untuk menambabh variable yang

diteliti dan sebaiknya menggunakan sumber teori yang lebih banyak lagi sehingga kedepannya dapat

melakukan perbandingan.
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